PEDOMAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN

Pedoman Gratifikasi di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diatur
dalam Peraturan Direksi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Gratifikasi di Lingkungan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Peraturan Pengendalian Gratifikasi ini
dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai BPJS Kesehatan dalam
memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan.

Peraturan Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan BPJS ini bertujuan:

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai BPJS Kesehatan tentang
gratifikasi;

b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai BPJS Kesehatan terhadap ketentuan
gratifikasi;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di
lingkungan BPJS Kesehatan;

d. membangun integritas Pejabat/Pegawai BPJS Kesehatan yang bersih dan bebasdari
korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di
BPJS Kesehatan.

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan
dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi
yang diterima:

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sabh;

b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang
sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi
diluar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmidari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain

terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;

sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan

barang dan jasa;

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan
dinas;

j.  merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai
dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan
pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku
kewenangan; dan

. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan
dengan kewajiban/tugas.
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Pejabat/Pegawai BPJS Kesehatan wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan

Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya.

Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis

Gratifikasi sebagai berikut:

a.

pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suamifistri,
anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,
kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan;

keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham
pribadi yang berlaku umum;

manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;

perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan
kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis,
yang berlaku umum;

hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai
alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi,
sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi
yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang
berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait
dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan
tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar
biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan,
pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara
adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;



m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima
Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran
atau kepatutan;

n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi
jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per
orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan;

0. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan

g. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan
kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang
tidak diberikan untuk individu Pejabat/Pegawai atau penyelenggara negara.

Dalam hal menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima
gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai
bantuan sosial.

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi
diterima/ditolak; atau

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.

Tindak Lanjut Pelaporan
Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:

a. Gratifikasi milik penerima; atau
b. Gratifikasi milik Negara.

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh BPJS Kesehatan, UPG dapat
menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

a. dimanfaatkan oleh instansi untuk keperluan penyelenggaraan BPJS kesehatan;
disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;

dikembalikan kepada penerima gratifikasi; dan/atau

dimusnahkan.
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Unit Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi di lingkungan BPJS
Kesehatan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Susunan keanggotaan UPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. UPG Pusat; dan

b. UPG Daerah.

Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh
Sekretaris UPG. Susunan anggotaan UPG dan Sekretariat UPG ditetapkan dengan
Surat Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pengawasan
Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap

Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui

mekanisme whistle blowing system (WBS). UPG menjamin kerahasiaan bagi pelapor.

Hak dan Perlindungan

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan

c. memperoleh perlindungan.

Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud terdiri dari:
(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif
kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas
padapenurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan
pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman
fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPJS
Kesehatan; dan

d. kerahasiaan identitas.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai BPJS Kesehatan dilarang melakukan perbuatan intimidasi

dan/atau menghalangi tindakan pelaporan gratifikasi.



BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pejabat/Pegawai BPJS kesehatan yang

berperan aktif dalam pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan yg berlaku.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur
dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



